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A. Latar Belakang 
Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur Tentang 
Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan awalnya dikenal dengan istilah 
perburuhan. Setelah kemerdekaan Indonesia ketenagakerjaan Indoneia 
diatur dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 1969 Tentang 
Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997 Undang-Undang 
ini diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang 
Ketenagakerjaan. Keberadaan Undang-Undang No. 25 tahun 1997 Tentang 
Ketenagakerjaan ini menimbulkan berbagai protes dari masyarakat. Hal ini 
dikaitkan dengan masalah menara jamsostek yang dibangun berdasarkan 
dugaan kolusi penyimpangan dana jamsostek. Keberadaan Undang-Undang 
No.25 tahun 1997 ini mengalami penangguhan dan kemudian diganti 
dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(lembaran negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 
tahun 2003).1 
 Hukum ketenagakerjaan dahulu hukum perburuhan merupakan 
terjemahan dari arbeidsrechts. Terdapat beberapa pendapat dan batasan 
tentang pengertian hukum perburuhan. Molenaar memeberikan batasan 
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pengertian arbeidsrecht yakni bagian dari hukum yang berlaku yang pada 
pokoknya mengatur tentang hubungan antara buruh dan majikannya, antara 
buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Menurut Mr. MG 
Levenbach, arbeidsrecht sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang 
berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah 
pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut 
dengan hubungan kerja. Pengertian hukum perburuhan sendiri mengandung 
3 unsur yaitu adanya peraturan, bekerja pada orang lain dan upah.2 
Peraturan mengenai hukum ketenagakerjaan diantaranya adalah 
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan 
Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.21 Tahun 2016 Tentang                    
Kebutuhan Hidup Layak, Peraturan Gubernur Jawa Timur No.121 Tahun 
2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, Peraturan 
Gubernur Jawa Timur No.89 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi 
Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 Tahun 017 Tentang Upah                 
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2017. 
Pembangunan Ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan 
ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat 
Indonesia yang sejahtera, adil, makmur,dan merata. Dalam Pembangunan 
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ketenagakerjaan ada beberapa dimensi keterkaitan, salah satu diantaranya 
adalah Pekerja/buruh itu sendiri. Berkaitan dengan hak nya untuk 
mewujudkan kehidupan yang sejahtera. 3 
Pekerja/buruh sebagai warga negara Indoesia memiliki Hak sesuai 
dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Tiap-tiap warga Negara 
Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan’’ dan dalam pasal 28D ayat (2) "setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja”.4 Manusia yang ada di dunia ini mempunyai kebutuhan 
hidup yang harus dipenuhi . Salah satu cara untuk memenuhinya adalah 
dengan bekerja. Dengan bekerja akan menghasilkan upah. Upah dalam 
Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ataujasa yang telah atau 
akan dilakukan.5.  
Menurut Abdul Hakim pemberian upah harus memperhatikan 3 
Aspek yaitu aspek teknis, aspek ekonomis  dan aspek hukum, ketiga aspek 
                                                         
3TaufiqYulianto.2012. Hukum sebagai sarana untuk melindungi pekerja/buruh dalam 
hubungan Industrial. Dalam https://www.academia.edu/ akses 13 Februari 2107 
4Lihat di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 
5Lihat di dalam Pasal 1 ayat 30  Undang-Undang no.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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ini saling berkaitan satu sama lain, dan didalam pelaksanaannya salah satu  
aspek tidak dapat dihilangkan karena setiap aspek memberikan konsekuensi 
yang berbeda-beda6. Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan menjadi sebuah gambaran bahwa masalah pekerja/buruh 
menjadi focus utama dan menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah 
karena menyangkut kesejahteraan warga negara Indonesia, setiap warga 
negara Indonesia memiliki hak yang perlu dilindungi oleh pemerintah. 
Didalam UU NO.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara umum 
untuk mengatur ketenagakerjaan termasuk juga mengenai masalah 
pengupahan. 
Pasal 88 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : 
(1) setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(2) untuk mewujudkan pengahasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah 
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
(3) kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. Upah minimum 
b. Upah kerja lembur 
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 
pekerjaannya 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 
f. Bentuk dan cara pembayaran upah 
g. Denda dan potongan upah 
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 
i. Struktur dan skala upah 
j. Upah untuk pembayaran pesangon 
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan 
                                                         
6Arista Trimaya,Juni 2014 Pemberlakuan Upah Minimum, ASP vol. 5. Pusat pengkajian, 
pengelolaan, Data dan Informasi (P3DI) sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat RI. hlm 12  
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(4) pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
 
Rumusan lebih lanjut mengenai KHL telah diatur secara rinci di 
Permenakertrans No.21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, 
didalamnya terdapat 60 komponen kebutuhan hidup layak dalam sistem 
pengupahan. 
Pemerintah saat ini telah mensahkan PP NO.78 tahun 2015 Tentang 
Pengupahan yang mengatur secara rinci mengenai pengupahan. Pasal 44 PP 
No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menggatur mengenai formula 
perhitungan upah minimum. di pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015 
Tentang Pengupahan mengatur mengenai rumus penetapan upah minimum. 
Dalam penjelasan pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa upah minimum yang 
akan ditetapkan adalah berdasarkan upah minimum tahun berjalan ditambah 
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari Pasal 44 ini ditindaklanjuti oleh 
Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016 Tentang Upah 
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 dan Peraturan 
Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017. 
Melalui studi pendahuluan yang dilakukan penulis di PT. Putra 
Mandiri Intipact, nampaknya Pembayaran upah minimum sektoral (UMSK) 
yang di bayarakan oleh PT. Putra Mandiri Intipact melalui Perjanjian 
Bersama yang dibuat oleh pihak pengusaha yang dalam hal ini PT. Putra 
Mandiri Intipact dan Serikat pekerja. Hal tersebut dapat dimungkinkan 
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karena faktor-faktor antara lain, kemampuan pengusaha dalam 
membayarkan upah minimum. PT. Putra Mandiri Intpact  merupakan 
sebuah perusahaan yang bergerak dibidang printing, Rotograve, Packing, 
Filter, yang beralamat di desa Watessari RT. 15 RW.03, Kec.Balongbendo, 
Krian, Sidoarjo. Dari Hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa 
Timur No. 121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 
2017 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
tahun 2017 dalam judul tugas akhir "Implementasi penetapan upah 
minimum Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 
Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 
Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
tahun 2017(Studi di PT.Putra Mandiri Intipact)" 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan 
yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi penetapan upah minimum menurut Peraturan 
Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur 
Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017.di PT.Putra Mandiri Intipact ? 
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2. Permasalahan apa yang timbul dalam penetapan upah minimum di 
PT.Putra Mandiri Intipact ? 
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penetapan upah 
minimum Di PT. Putra Mandiri Intipact? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi penetapan upah minimum 
menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016 Tentang 
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 dan Peraturan 
Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017di PT.Putra Mandiri Intipact 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Permasalahan apa yang timbul dalam 
penetapan upah minimum di PT.Putra Mandiri Intipact 
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya untuk mengatasi permasalahan 
dalam penetapan upah minimum di PT. Putra Mandiri Intipact 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum 
dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus 
yang diteliti oleh penulis, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas 





2. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengembangan keilmuan 
hukum ketenagakerjaan khususnya dalam masalah pengupahan  sehingga 
mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum bisnis dapat berperan 
dalam penegakan hukum ditengah masyarakat. 
3. Bagi kalangan hukum bisnis 
Hasil penulisan ini dapat dijadikan suatu pelajaran terutama jika ada 
permasalahan ketenagakerjaan terutama di bidang pengupahan 
dikemudian hari agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan hak-
haknya. 
E. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
informasi lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan dan 
wawasan baru guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
Ketenagakerjaan, dan keilmuan hukum bisnis dalam hal pemenuhan hak 
pekerja khusus nya di bidang pengupahan. 
F. Metode Penelitian 
F.1. Metode Pendekatan 
Dalam penulisan proposal ini, metode yang dilakukan adalah yuridis 
sosiologis yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai perilaku manusia 
dalam berperilaku sehari-hari. 
F.2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 
  Lokasi yang dijadikan penulis tempat penelitian adalah PT. Putra 
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Mandiri Intipact. PT. Putra Mandiri Intipact merupakan salah satu 
perusahaan di Sidoarjo yang bergerak dibidang Printing, Rotograve, 
Packing, Filter, yang beralamat di desa Watessari RT. 15 RW.03, 
Kec.Balongbendo, Krian, Sidoarjo. Alasan Penulis melakukan penelitian di 
PT.Putra Mandiri Intipact adalah pembayaran UMSK yang dilakukan oleh 
PT. Putra Mandiri Intipact tidak menggunakan peraturan gubernur 
melainkan melalui Perjanjian bersama yang dilakukan oleh pihak PT. Putra 
Mandiri Intipact dan serikat pekerja. Selain itu penulis ingin mengetahui 
lebih jelas mengenai penetapan upah minimum berdasar PP No.78 tahun 
2015 tentang pengupahan dapat memenuhi pencapaian hidup layak oleh 
pekerja atau sebaliknya menurut pengusaha dan pekerja di PT.Putra Mandiri 
Intipact yang pada dasarnya pembayaran UMSK belum mengunakan 
Pergub dan hanya mengunakan peraturan bersama yang dibuat oleh 
Pengusaha dan serikat pekerja. 
F.3. Sumber Data 
a. Data primer 
Sumber data Primer adalah jenis data yang langsung dari sumber utama 
tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses 
interview/wawancara atau observasi pada tempat yang diteliti. Data 
utama yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara 
kepada pekrja/buruh di PT. Putra Mandiri Intipact dan petinggi putra 




b. Data skunder 
Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui 
bahan-bahan literature yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan 
terkait upah minimum antara lain : 
a) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
b) Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan 
c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 Tahun 
2013 Tentang Upah Minimum 
d) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.21 tahun 2016 tentang                    
Kebutuhan Hidup Layak 
e) Peraturan Gubernur Jawa Timur No.121 Tahun 2016 tentang 
Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur 
f) Peraturan Gubernur Jawa Timur No.89 Tahun 2016 tentang 
Upah Minimum Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa 
Timur No.6 Tahun 017 tentang Upah Minimum Sektoral 
Kabupaten/Kota Tahun 2017. 
dan studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak 
yang terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, 
serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier  merupakan bahan hukum yang dapat memberikan 
pnjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 
bahan hukum tersir berupa jenis data yang diperoleh dari ensiklopedia, 
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kamus, dan lain-lain.  
F.4. Teknik pengumpulan data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 
adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, 
dialog/diskusi dengan pihak yang terkait dan dianggap mengetahui 
banyak mengenai permasalahan dalam penelitian yakni mengenai 
Implementasi penetapan upah minimum bagi pekerja ditinjau dari PP 
No.78 tahun 2015 . Ada beberapa pihak yang menjadi responden yaitu : 
a. Pengusaha merupakan pihak yang memberikan upah, dalam hal ini 
pihak PT. Putra Mandiri Intipact penulis mengambil 1 orang sebagai 
Responden yaitu : 
1) Nama   : Anggraeni 
2) Jabatan : Personalia 
b. Pekerja merupakan pihak yang menerima upah dalam hal ini penulis 
mengambil 20 orang pekerja sebagai responden. 20 orang tersebut 
terdiri dari : 
1. 5 orang pekerja sekaligus pengurus Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (SPSI) Yaitu : Supran, Septian Taufik, Heru Subianto, 
Dadik Hariyadi, Santoso 
2. 15 orang pekerja/buruh yaitu :Benny, Herning, Billa, Fifin, Ayu, 
Rokhani, Siti Musyarofah, Nur Hayati, Reni, Evi, Ambar, Umar, 
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Virnanda, Santoso, Winda. 
c. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pengawas 
dari pelaksanaan pembayaran upah yang ada di wilayah kabupaten 
sidoarjo, yaitu : 
1) Nama  : M.A. Khoifin 
2) Jabatan :Kepala Bidang Hubungan Industrial dan 
Kesejahteraan Ketenagakerjaan  
b. Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek lokasi 
penelitian yaitu pekerja di PT. Putra Mandiri Intipact yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ysitu mengenai 
penetapan upah di PT. Putra Mandiri Intipact. 
c. Dokumentasi 
Pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait serta 
ditambah dengan penelusuran perundang-undangan terkait Upah 
minimum antara lain  Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaaan, Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang 
Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 
Tahaun 2013 Tentang Upah Minimum, Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan No.21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, 
Peraturan Gubernur Jawa Timur No.121 Tahun 2016 Tentang Upah 
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017, Peraturan 
Gubernur No.89 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa 
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Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 Tahun 2017 Tentang 
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2017. 
d. Studi kepustakaan 
Melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari 
berbagai literatur/buku-buku maupun jurnal 
e. Internet 
Melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet atau 
website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 
F.5. Teknik Analisa Data 
Dari data yang telah terkumnpul selanjutnya penulis akan memulai 
analisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode untuk 
memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji 
berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta 
regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
G. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dan 
masing-masing  bab terdiri dsri atas sub bab terdiri atas sub bab yang 
tersusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami. Adapun 
sistematika penulisannya sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang 




BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori hukum yang 
mendukung penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan 
permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis yaitu Implementasi 
Penetapan upah minimum bagi pekerja ditinjau dari PP No.78 tahun 2015 
tentang pengupahan. Teori yang digunakan adalah Tinjauan Umum 
Pekerja/Buruh, Tinjauan Umum Tentang Pengupahan, Tinjauan Umum 
Tentang Upah Minimum, Peraturan perundang-undangan Mengenai Upah 
Minimum, dan Tinjauan Umum Efektifitas Hukum. 
BAB III PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai 
permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Bagaimana implementasi 
penetapan upah minimum bagi pekerja ditinjau Dari PP No.78 Tahun 2015 
tentang pengupahan Di Putra Mandiri Intipact, Permasalahan yang timbul 
dalam penetapan upah minimum di PT.Putra Mandiri Intipact,dan                        
Bagaiamana upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penetapan upah 
minimum Di PT. Putra Mandiri Intipact berdasarkan kenyataan yang terjadi, 
didukung dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan dalam 
penelitian. 
BAB IV PENUTUP 
Kemudian bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini 
dimana berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil penelitian serta 
saran-saran. 
